PRESIDEN X
REPUBLIK INDONESIA "~

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA
NOMCIsR65 TAHUN 1968,

TENTANG

PERATURAN TATA-TEMPAT BAGI PEDJABAT~PEDJABAT NEGARA
SIPIL/MILITER PADA UPATJARA-UPATJARA KENEGARAAN/ =

.Menimb ang
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3 {,
PERTEMUAN-PERTEMUAN RESIMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan dikeluarkannja Peraturan Pemerintah No. 26

tahun 1968 tentang pentjabutan Peraturan Pemerintah No .« 45
tahun 1958 tentang Peraturan Tata-Tempat, dipandang perlu
untuk segera mengadakan peraturan tentang Tata-Tempat (Prese-
ance) bagi Pedjabat-pedjabat Negara pada upatjag-upatjara
Kenegaraan dan atau Pertemuan-pertemuan resmi jéng sesuail .
dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

1. Pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ; bl

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 tahun 1968;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1l83 tahun 1968 ;
= " ::i'* 7 4
MEMUTUSZKAN. : s
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN TATA-TEMR&E BAGImPEDJA-‘
e b N 500 il
BAT-PEDJABAT NEGARA SIPIL/MILITER PADA UPATJARA-UPATJARA KE-
NEGARAAN/PERTEMUAN-PERTEMUAN RESMI. Vs

Pasal 1. ‘
Tata-Tempat bagi Pedjabat-pedjabat Negara Sipil/Militer
pada Upatjara-upatjara Kenegaraan/Pertemuaq—pertemuan resmi
diatur menurut tata-urutan sebagai berikut :

A. 1. Presiden,
2. Ketua M.P.R. (8),
3. Ketua D.P.R. (G.R.).
L4 Ketua Mahkamah Agung,
5. Ketua Dewan Pertimbangan Agung, . od
6. Ketua Badan Pemeriksa Heuangan.

B, 1l. Para
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B. 1. Para llenteri liegara, Fara UWakil Ketua M.P.R.(S), D.P.R.

(G.R.), lMahkamah Asung, Dewan Pertimbangan Asung, Badan
Pemeriksa lievansan, Djaksa Azung, para Duta Besar Repu-
blilk Indonesia, Sekretaris Vegara, iletua Bappenas dan

Cubernur Bank Sentral ;

2. Para Panglima Anghkatan, Kas Han-Kam dan Vakil-wakil
Panglima Angkatan

2
3, Ketua luspida Djaya dan Gubernur D.C.I. Djakarta Raya.

C. 1. Para Anggota L.P.R.(S), D.P.R.(G.R.), D.P.A., B.P.K.,

Hakim Anggota liahkamah Agung

Para Kepala/Ketua/Direktur Lembaga Pemerintah lon Depar-
temental lainnja jang tidak tersebut pada pasal 1 huruf
B, Para Sekretaris dilingkungan Sekretariat Negara, Para’
Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal dan Inspektur
Djenderal Departemen, FPara Assisten Pribadi Presiden,
Para Deputv Ketua BAPFENAS, para Gubernur Pengganti Bank
Sentral, Para Deputy Djaksa ALgung, Sekretaris Umum M,F.R.
(S)/D.P.R.(G.R.)/D.P.A./B.P.K. dan Panitera MMahkamah

Agung ;

Para Deputy dan Irdjen Hankam, Gubernur LEMHANAS, DANDJEN-
AKABRI, Para Pangko Utama Hankam, Deputy dan Irdjen Pangli-
ma Angkatan dan Para Anggota MUSPIDA DJAYA, para Assisten
HANKAL dan Angkatan, PANGKOSTRAD, PANGKOARSAM, dan PANG-
KOOPS

b

n. Pedjabat-pedjavat MHegara Sipil dan Militer Departemen/

Lembaga~lenbaga legsara berpanglat Iv/d keatas dan Para
Perwira Tingri Anglatan Bersendjata Republik Indonesia.

D. Pedjabat-pedjabat Hepara S5ipil dan IMiliter Departemen/Lem~
a

2 t IV/a sampai dengan IV/c dan
nengzah Anskatan Bersendjata Republik Indo-
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T
Pasal 2.

Dalam hal Pedjabat tersebut diatas berhalangan hadlir pada
suatu Upatjara/Pertemuan resmi, maka tempatnja tidak diisi oleh
jang mewakilinja, sedang Jjang mewakili mendapat tempat sesuai
dengan kedudukannja menurut ketentuan- tata-tempat sebagaimana
diatur dalam pasal 1 Ieputusan Presiden ini.

Pasal 2.

Dalam hal Pedjabat legars jance menshadliri suatu Upatjiara/
J = J o < £ /
Pertemuan resmi memangku djabatan lebih dari satu Jang tidak

same i g"rc‘ —ia ll:ul;a TL:'C '):in.i{{ ‘DG‘T f:“}}..l: cata-—- 1 j o ar
a tingkatnja, &+11J lak € tempat untuk djabatan
jang tertinggi.

Pacsal 4.

Apabila didalam salah satu atjara dipandang perlu untuk
mengundang pula Ketua/lakil Ketua Partai Politik, Ormas, Kesa-
tuan Aksi, maka kedudukan mereka adalah didalam kategori vCH,

Pasal 5.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal

PRESIDEN REPUBZIAT INDONESIA,
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